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Abstract

The development of Islamic constitutional politics in Indonesia from
time to time starting from the Dutch colonial period, the Japanese
colonial period, the independence period, the old order period, the new
order era and Islamic politics during the reformation era experienced
different turmoil, not only in the form of structural reform government
but to the grassroots of the community. Then over time, the scholars
realized that their struggle would not succeed if they continued
traditional methods. Therefore there needs to be a change which,
although originating from its own colonial influence, is struggling
through social education organizations or constitutional political
movements. The presence of scholars in the political field should have
a positive impact, contributing to the creation of a moral structure of
political structures, because ulama are moral symbols. However, when
the Ulama was polarized in such a way, that often between a cleric and
other scholars faced each other and defended their respective parties.
This condition will lead to division and the impact will confuse the
people, so that it will weaken the strength of the Muslim community
itself, which is often used by other party groups.
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A. Pendahuluan

Ilmu politik adalah ilmu yang mengkaji hubungan- hubungan
manusia dengan negara dan manusia dengan manusia. Dalam Islam hal
ini juga merupakan bidang agama karena ia mencakup semua segi
kehidupan. Islam tidak menyetujui penyekatan antara agama dan
politik. Islam ingin melaksanakan politik selaras dengan tuntunan yang
diberikan agama dan menggunakan negara sebagai pelayan Tuhan.
Islam menggunakan kekuatan politik untuk mereformasi masyarakat
agar tidak terjatuh ke dalam tempat yang paling buruk.®'

Sejarah mencatat bahwa perjalanan Bangsa Indonesia tidak
terlepas dari peran umat Islam. Seperti Ketika masa penjajahan
kolonial Belanda. Umat Islam Indonesia yang diwakili Para Ulama,
kyai, santri dan rakyat dengan gigihnya berusaha mempertahankan
akidah dan melawan penindasan serta ketidakadilan yang mereka
terima dari para penjajah. Hal ini yang kemudian memunculkan
pemberontakan dan pergolakan di berbagai daerah di Indonesia seperti
Perang Jawa yang di pimpin oleh Pangeran Diponegoro (1825-1830)
perang Padri di Sumatera Barat yang di pimpin oleh Imam Bonjol
(1821-1837) dan perang Aceh yang di pimpin Oleh panglima Polim
(1873-1904). Serta memunculkan juga beberapa pergerakan dan
Organisasi Masyarakat seperti Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah
yang kemudian berkembang menjadi organisasi yang berpengaruh dan
memiliki massa pengikut yang banyak.

Artikel ini akan menjawab beberapa pertanyaan berikut:
Bagaimana masyarakat indonesia berpegang teguh dengan Islam
ketika masa penjajahan? Apa saja yang menjadi sasaran Islam itu
sendiri? Bagaimanakah perkembangan politik Islam Indonesia dari
masa ke masa yang dimulai dari masa penjajahan Belanda, masa
penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, masa orde lama, masa orde
baru, dan perkembangan politik Islam masa reformasi?

81Abu A’la al-Maududi, Sistem Politik Islam (Bandung: Mizan,
1993), 32.
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B. Pembahasan
1. Politk Islam Masa Penjajahan
a. Masa penjajahan Belanda

Belanda datang ke Indonesia pada tahun 1596 dengan tujuan
berdagang dan mencari rempah — rempah. Kemudian, pada tahun 1602
ketika orang Belanda yang datang semakin banyak Pemerintah
Belanda mendirikan perusahaan perdagangan yang diberi nama VOC.*

Pada tahun 1755 VOC berhasil menjadi pemegang hegemoni
politik pulau Jawa dengan perjanjian Giyanti yang menyebabkan raja
kehilangan kekuasaan politiknya. Di tambah lagi dengan ikut
campurnya pemerintah kolonial terhadap kehidupan keraton yang
menyebabkan peran ulama sebagai penasihat keraton semakin
tersingkir. Eksploitasi dan perampasan tanah dan sistem tanam paksa
yang menyengsarakan rakyat terus di galakkan oleh pemerintah
kolonial sehingga semakin membuat rakyat semakin ketakutan dan
mencari sosok pemimpin non formal ( ulama ) ketika peran para raja
sudah dinggap tidak bisa mengayomi dan melindungi mereka.*

Akhirnya para ulama mendidik dan merekrut para santri dan
masyarakat untuk dijadikan prajurit sukarela yang memiliki moral dan
semangat berjihad untuk membela agama, bangsa dan negara. Mereka
melakukan perlawanan dan pergolakan , setidaknya ada empat kali
peperangan besar yang melibatkan para Ulama dan santri seperti
perang Cirebon (1802-1806), perang Diponegoro (1825- 1830), perang
Padri (1821-1838) dan perang Aceh (1873-1908) yang merupakan
perang santri terlama sehingga Belanda menghadapi peperangan
tersebut sampai akhir kekuasaanya, dimana para ulama tidak pernah

82Abdul Azis Thaba, Islam dan Negara (Jakarta: Gema Insani Pers,
1996), 126.

Musyrifah Sunanto, Sejarah peradaban Islam Indonesia (Jakarta:
P.T. Raja Grafindo, 2005 ), 29.



282 Bilancia Vo. 12 No. 2, Juli-Desember 2018

absen melancarkan gerilya sampai tahun 1942.%

Kemudian seiring perjalanan waktu para ulama menyadari
bahwa perjuangan mereka tidak akan berhasil kalau melanjutkan cara-
cara tradisional. Oleh karena itu perlu diadakan perubahan perubahan
yang walaupun berasal dari pengaruh kolonial sendiri, yaitu berjuang
melalui organisasi-organisasi, baik bidang sosial pendidikan ataupun di
bidang pergerakan politik.*

b. Masa Penjajahan Jepang

Tahun 1938-1945 terjadi Perang Dunia Il antara Jerman, Italia,
dan Jepang berhadapan dengan sekutu yang terdiri dari Inggris,
Prancis,Rusia, ditambah Amerika. Front Pasifik meletus tanggal 8
Desember 1941 ketika Amerika membuka front baru menghadapi
Jepang yang menjatuhkan bom di Pear/ Harbour, sebuah pangkalan
militer Amerika. Hindia-Belanda (Nusantara) dibawah jajahan Belanda
melalui pidato Ratu Wilhelmina mengumumkan perang kepada
Jepang. Dengan demikian,tak heran kalau Hindia-Belanda menjadi
salah sasaran Jepang. Satu persatu wilayah Hindia-Belanda menyerah
tanpa syarat. Pecahnya perang fasifik (1942-1945) mengakibatkan
Belanda menyerah pada bulan Maret 1942 tanpa perlawanan berarti.
Sampai tahun terakhir penjajahan Belanda, timbul kekecewaan
mendalam dikalangan Islam karna semua tuntutan mereka ditolak oleh
pemerintah kolonial. Belanda lebih banyak berunding dengan
kelompok nasional sekular,yang dianggap wakil tunggal Indonesia.

Pada awal kedatangan Jepang, timbul simpati dan harapan
baru bangsa Indonesia. Apalagi dalam siaran radio Tokyo diumumkan
bahwa tujuan perang fasifik adalah mengusir orang-orang kulit putih
dari bumi Asia. Sebelumnya, Jepang banyak melakukan aktifitas
internasional untuk menarik simpati bangsa-bangsa yang beragama
Islam dan meniupkan slogan anti Barat.

Kebijakan pemerinah Jepang setelah mengambil alih

¥“Ahmad Mansur Suryanegara, Menemukan —Sejarah (Bandung:
Mizan, 1995 ), 240.

$*Musyrifah Sunanto, Sejarah peradaban.., 33.
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kekuasaan Belanda adalah melarang semua kegiatan organisasi-
organisasi politik yang ada dan berupaya membangun organisasi semi
militer dengan menjalin kerjasama dengan golongan nasional sekuler
maupun golongan Islam.Sebagai penjajah, Jepang jauh lebih kejam
daripada Belanda ,Jepang merampas semua harta milik rakyat untuk
kepentinga perang ,sehingga rakyat mati kelaparan. Tujuan mereka
adalah menggalang masa untuk mendukung rezim pendudukan. Pada
awalnya Jepang berminat membentuk sebuah perhimpunan organisasi
politik melalui “Gerakan Tiga A”, dibawah pimpinan Syamsudddin,
bekas pimpinan Parindra, diharapkan dengan pembentukan organisasi
ini, rakyat indonesia akan membantu mereka dala perang pasifik dan
menyukseska propaganda ‘“kemakmuran Asia Timur Raya”. Karena
gagal mendapat dukungan rakyat ,”Gerakan Tiga A” dibubarkan,®
sementara itu, MIAI tetap dipertahankan dan menjadi organisasi
independen tanpa terikat pada organisasi lainnya.

Selanjutnya, sebagai ganti “Gerakan Tiga A”, Jepang
membentuk Putera (pusat tenaga rakyat) dalam rangka menggalang
massa, Jepang menerapkan politik mendekati golongan Islam tetapi
tidak terhadap kelompok nasional secular. Jepang mendorong dan
memberi prioritas kepada kalangan Islam untuk mendirikan organisasi
dan menagakui kembali organisasi-organisasi Islam yang belum
dibekukan,tetapi tidak membolehkannya bagi organisasi-organisasi
nasional sebelum perang. Pada awal pendudukannya, Jepang
membentuk kantor Departemen Agama yang disebut Shumubu yang
dibentuk pada Maret 1942, ketua pertama seorang Jepang bernama
Horie (1942) dan pada tanggal 1 Oktober 1943 Hosein Djajadiningrat
diangkat menjadi kepala Shumuba,tanggal 1 Agustus 1944 digantikan
oleh K.H. Hasyim Asy’ari tetapi tugasnya dilaksanakan oleh putranya

%Abdul Azis Tabha, Islam dan Negara, (Bandung:Gema Insani
Perss,1996), 144-147.
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K.H Wahid Hasyim.

Bertambahnya kekuasaan politik Islam dalam struktur
pemerintahan ini meberikan pengalaman berharga. Pemerintah Jepang
membubarkan MIAI pada bulan Oktober 1943, karena dinilai anti
Jepang dan tidak disukai Jepang karna tidak bisa dikendalikan,lalu
Jepang membentuk organisasi federatif baru, Masyumi (Majelis Syura
Muslim Indonesia) pada tanggal 24 Oktober 1943 menggantikan
MIAI. Basis organisasi adalah semua organisasi yang tergabung di
MIAI, Muhammadiyah, NU, dan Persis. Ketua pertamanya adalah
K.H Hasyim Asy’ari dari NU dengan wakilnya K.H Wahab Hasbullah.
Wondoamisino dari PSII bekas ketua MIAI. Masyumi dibentuk untuk
mendukung pemerintah pendudukan Jepang, namun beberapa
pemimpinnya berusaha melencengkan tujuan tersebut,dan upaya ini
berhasil, tokoh-tokoh Masyumi tetap memegang peran politik penting
meskipun Jepang telah bertekuk lutut kepada sekutu. Pemimpin
Masyumi menjalin hubungan yang erat dengan Shumbu pemimpin
kelompok Islam, selama 9 bulan pertama tahun 1944, golongan nasinal
sekular mengalami kemerosotan sehingga tidak mampu menyaingi
Masyumi.

2. Politik Islam Masa Kemerdekaan

Pada masa kemerdekaan, Umat Islam malah hampir tidak
memiliki negara karena kebanyakan bangsa muslim ketika itu berada
dibawah penjajahan bangsa-bangsa barat seperti Inggris, Portugis,
Spanyol dan Belanda. Akan tetapi keinginan untuk mendirikan sebuah
negeri sendiri tetap ada, karena itu di dalam sejarah, umat Islam
melakukan perlawanan untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan
bangsa-bangsa barat. Demikian pula perjalanan sejarah bangsa
Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam dalam
menentang kolonialisme Belanda.

Kehadiran bangsa-bangsa Asing di wilayah Indonesia
menimbulkan dampak besar bagi kekuatan Islam yang diwakili oleh
kerajaan-kerajaan Islam nusantara menghadapi kekuatan asing (barat)
tidak dapat dihindarkan. Dari berbagai konfrontasi itu secara
keseluruhan kerajaan-kerajaan Islam nusantara dapat dikalahkan
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sehingga secara sistematis mengalami deligitimasi politik yang
berakhir dengan dijajahnya sebagaian besar wilayah Nusantara.

Jadi Sistem politik yang berkembang pada masa itu adalah
sistem politik yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam sebagai sebuah
keyakinan akan kebenaran yang hakiki dan pemberi legitimasi dalam
perjuangannya.

Berdasarkan hal tersebut maka tidak mengherankan apabila
politik Belanda pada masa itu selalu diwarnai oleh kecurigaan,
kewaspadaaan dan ketakutan terhadap segala sesuatu yang berbau
Islam, sehingga melakukan kebijakan yang sangat membatasi ruang
gerak umat Islam. Pendekatan yang Islamophobia ini mengalami
perubahan ketika Snouck Hurgronye menjadi penasehat kerajaan
Belanda dengan membuat rekomendasi sebagai dasar kebijakan
pemerintah Hindia Belanda yakni melakukan stabilitas keamanan dan
menarik hati rakyat Indonesia dengan mendirikan sekolah-sekolah
modern. Menurut pemerintah Belanda, produk lembaga pendidikan ini
adalah menciptakan pegawai negeri dengan tugas membantu Belanda
dalam mensosialisasikan nilai-nilai Barat. Hal ini menurut Hurgronye
sebagai langkah yang paling efektif mengurangi dan pada akhirnya
menghilangkan pengaruh Islam Indonesia. Akan tetapi kebijakan ini
menjadi boomerang karena lembaga pendidikan tersebut melahirkan
tokoh-tokoh yang memegang peranan penting dalam pergerakan
nasional Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda ini pula muncul
berbagai organisasi Islam yang sangat berpengaruh seperti Sareckat
Islam (SI), Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI), Persatuan Islam
(Persis), Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU)."

Berbeda dengan Belanda yang menerapkan politik netral
agama, menjelang perang Dunia II, Jepang menarik umat Islam di

YDeliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942,
(Jakarta: PT .Pustaka LP3ES Indonesia, 1982), 126.
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Indonesia dengan slogan anti Barat yang diharapkan dapat
memberikan dukungan politik terhadap Jepang dalam perang Dunia II.
Menurut Harry J. Benda perbedaan pola kebijakan Belanda dan Jepang
terhadap umat Islam disebabkan oleh:

Pertama, yang menjadi sandaran politik kolonial Belanda
kaum priyayi, sedangkan Jepang adalah golongan Islam dan nasionalis
sekuler. Kedua, yang menjadi juru bicara pergerakan Nasional Belanda
adalah pemimpin nasionalis sekuler sedangkan Jepang adalah Islam
ketiga, Pemerintah Belanda cenderung tidak pernah memberikan
kesempatan kepada golongan Islam sedangkan pemerintah Pendudukan
Jepang justru sebaliknya. Akomodasi politik Islam pada masa
Pendudukan Jepang didasarkan pada pertimbangan bahwa para ulama
dan pemimpin Islam yang lain tidak saja dipandang Jepang sebagai
pemimpin formal, tapi juga sebagai tokoh-tokoh masyarakat mayoritas
Islam yang sangat berpengaruh.®

Hal ini merupakan sebuah bentuk pengakuan terhadap peran
pemimpin informal dibandingkan dengan pemimpin formal karena
jumlahnya sangat besar dan mampu menggerakkan para pengikutnya
dalam waktu singkat guna menghadapi perang dunia II. Salah satu
bentuk perhatian Jepang terhadap golongan Islam ini adalah pemberian
prioritas untuk mendirikan organisasi-organisasi Islam, yakni pada
tanggal 10 september 1943 Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah di
sahkan kembali mejadi organisasi Islam yang diakui oleh pemerintah
pendudukan Jepang, disusul dengan perserikatan umat Islam dan
Persatuan Umat Islam. Bahkan sebagai pengganti MIAI yang
dibubarkan pada tahun 1943 yang dinilai anti Jepang,

Pemerintah Jepang mengizinkan pendirian organisasi
gabungan dengan nama Masyumi (majelis Syuro Muslimin Indonesia),
Masyumi dibentuk dalam Muktamar Islam Indonesia di gedung
Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta ,tanggal 7-8
November 1945. Dalam Muktamar tersebut diputuskan bahwa

%Deliar, Noer Partai — Partai Islam di Pentas Nasional. (Jakarta :
Grafiti Pers1987) 77.
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Masyumi adalah satu-satunya partai politik Islam di Indonesia. Ketua
Majelis Syura adalah Hasyim Asy’ari dan salah seorang wakil
ketuanya adalah putranya,Wahid Hasyim, dengan pendukung utama
Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama.*” Janji kemerdekaan dalam
waktu dekat yang diucapkan oleh perdana menteri Kuniaki Koiso
didepan parlemen Jepang pada tanggal 7 September 1944 diambil oleh
Jepang karena semakin terdesak dalam perang Pasifik.
3. Kondisi Sosial Politik Negara Pada Masa Kemerdekaan.

Pasca pengakuan kedaulatan, bangsa Indonesia mengalami
permasalahan ekonomi yang sangat kompleks. Misalnya inflasi tinggi,
rusaknya infrastruktur, hutang negara meningkat, defisit anggaran,
rendahnya investasi, dan lainsebagainya. Langkah yang diambil
pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah ekonomi pasca
pengakuan kedaulatan, antara lain kebijakan pemotongan uang, konsep
ekonomi  nasional, program  gerakan benteng, kebijakan
Indonesianisasi, dan lain-lain.

Di bidang politik, sesuai dengan isi UUDS 1950, maka
Indonesia menerapkan Demokrasi Liberal dengan sistem kabinet
parlementer. Akibatnya muncul banyak partai politik. Di sisi lain
sistem pemerintahan tidak stabil karena sering terjadi pergantian
kabinet. Beberapa kabinet yang memerintah pada masa Demokrasi
Liberal antara lain Kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo,
AliSastroamijoyo I, Burhanudin Harahap, Ali Sastroamijoyo II, dan
Djuanda.

Pemilu tahun 1955 dilaksanakan dua tahap, yaitu 29
September 1955 untuk memilih anggota DPR dan tanggal 15
Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Pemilu ini
ternyata tidak mampu menciptakan stabilitas politik. Konstituante

89Harry, J. Benda. Bulan Sabit dan matahari terbit, Islam di
Indonesia pada masa pendudukan Jepang. (Jakarta : Pustaka Jaya,1980), 88.


http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7592841438169755035

288 Bilancia Vo. 12 No. 2, Juli-Desember 2018

yang diharapkan mampu menghasilkan UUD ternyata gagal, sehingga
tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden
yang membubarkan Konstituante, menyatakan kembali ke UUD 1945,
dan pembentukan MPRS dan DPAS. Keluarnya Dekrit Presiden
menjadi tonggak lahirnya Demokrasi Terpimpin.

Pada masa Demokrasi Terpimpin terjadi beberapa
penyimpangan terhadap Pancasila, dan UUD 1945 termasuk kebijakan
politik luar negeri. Pembubaran DPR hasil pemilu, pengangkatan
presiden seumur hidup, terbentuknya poros Jakarta-Peking, konfrontasi
dengan Malaysia, sampai keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB
merupakan sejumlah contoh dari penyimpangan tersebut.

4. Politik Islam dalam Pembentukan Negara pada Masa

Kemerdekaan

Pada era pasca kemerdekaan, harapan umat Islam untuk
semakin berperan dalam politik tetap ada. Sarana perjuangan politik
yang paling utama di era ini adalah melalui partai Masyumi, yang
mewadahi dua kelompok besar, yaitu kelompok tradisional dan
kelompok modernis. Di era Demokrasi Liberal (1945-1959) peran
partai Masyumi cukup menggembirakan. Tetapi partai ini pecah
menjadi dua setelah Nahdlatul Ulama (NU) yang pada awalnya
merupakan sebuah organisasi keagamaan keluar dari masyumi dan
membentuk partai baru pada tahun 1952. Pemilu pertama tahun 1955
yang dilaksanakan selama dua kali. Pertama, pada 29 September 1955
untuk memilih anggota-anggota DPR sedang yang kedua, 15
Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante.
Pemilu tahun 55 ini telah menghasilkan empat parta besar pemenang
pemilu yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI.

Setelah pemilu tahun 1955 selesai, terjadi perkembangan
politik yang cukup menarik. Pertentangan antara kelompok Islam
dengan kelompok nasionalis sekuler mulai terlihat dalam majelis
konstituante yang membahas tentang rancangan UUD perihal dasar
negara yang akan digunakan. Pada saat itu ada tiga rancangan dasar
negara yaitu Islam, Pancasila dan Sosial-ekonomi. Rancangan tentang
sosial-ekonomi yang diajukan oleh partai buruh dan Murba hanya
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didukung oleh sebagian kecil anggota Majelis Konstituante sehingga
akhirnya perdebatan didominasi antara golongan Islam dan Nasionalis
sekuler yang mengajukan Pancasila sebagai dasar negara. Perdebatan
tentang dasar negara ini berakhir setelah Bung karno membubarkan
Majelis Konstituante dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 juli 1959 dan
menyerukan kembali pada UUD 1945 dengan tetap berdasarkan
pancasila.”

Suasana tersebut setidaknya menggambarkan dinamika
pemikiran politik pasca kemerdekaan berkenaan dengan upaya untuk
merumuskan kembali hubungan antara agama (Islam) dan Negara yang
dapat diterima secara luas oleh bangsa Indonesia. Dalam beberapa
peristiwa politik tampak bahwa upaya untuk membangun hubungan
formalistik dan Legalistik antara Islam dan sistem politik negara selalu
berujung pada kebuntuan dan pertentangan ideologis antara dua
kelompok pemikiran politik di kalangan aktivis politik muslim yakni
kelompok Islam dan kelompok nasionalis sekuler. Kelompok pertama
menuntut dijadikannya Islam sebagai dasar negara sedangkan
kelompok kedua menolak hubungan agama dan negara yang bersifat
formalistik dan legalistik seperti yang dituntut oleh kelompok Islam.

Berdasarkan pengalaman sejarah umat Islam tersebut sejumlah
tokoh dan ilmuwan muslim telah berusaha untuk merumuskan konsep-
konsep dasar mengenai negara Islam Dalam perdebatan mengenai
dasar negara tersebut. Menurut Mohammad Natsir Islam bukan semata
-mata religi, yaitu agama dalam pengertian ruhaniah saja. Islam
mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dan antara sesama
manusia. Islam merupakan pedoman dan falsafah hidup yang tidak
mengenal pemisahan agama dan politik.

5. Peranan Islam dalam Konstituante
Pemimpin-pemimpin Islam Indonesia dari semua golongan

“Ma’rif Syafi’i, Islam dan Masalah, 124.
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menjelang Proklamasi telah berusaha agar pelaksanaan syariah diakui
secara konstitusional dengan dicapainya suatu kesepakatan antara
wakil-wakil Islam dengan para pemimpin Nasionalis yang netral
agama melalui Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945. Piagam ini
hanya berumur selama 57 hari, yakni sampai dengan tanggal 18
Agustus 1945. Sebagai gantinya maka sila pertama Pancasila yang
semula Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi
pemeluk-pemeluknya diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pada saat itu juga Presiden Soekarno memberikan janji kepada umat
Islam untuk menjadikan UUD 1945 bersifat sementara.Janji Presiden
Soekarno pada tanggal 18 Agustus 1945 tersebut sejalan dengan
janjinya terdahulu dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 ketika dia
mengusulkan prinsip permusyawaratan sebagai salah satu sila dasar
Negara.

Pada tanggal 27 Januari 1953 Presiden Soekarno
menyampaikan pernyataan yang mengagetkan di Amuntai, Kalimantan
Selatan, sebagaimana yang dikutip oleh H. Endang Saifuddin Anshori
ketika dia berkata: negara yang kita susun dan yang kita ingini ialah
negara nasional yang melliputi seluruh Indonesia. Kalau kita dirikan
negara berdasarkan Islam, maka banyak daerah-daerah yang penduduk-
penduduknya tidak beragama Islam akan melepaskan diri, misalnya
maluku, Bali, Flores, Timor, Kai dan juga Irian barat yang belum
masuk wilayah Indonesia tidak akan mau ikut dalam Republik. Pidato
Soekarno ini mengandung banyak reaksi dan protes dari berbagai
kelompok Islam diantaranya adalah dari Gerakan Pemuda Islam.

Usaha-usaha yang ditempuh untuk memperjelas apa yang
menjadi pemikiran Soekarno tersebut secara detail dapat dilihat dalam
diskusi yang dilakukan oleh A. Dahlan Ranuwiharjo, ketua Pengurus
Besar Himpunan Mahasiswa Islam yang menulis surat kepada
Soekarno untuk meminta penjelasan tentang hubungan antara negara
nasional dan negara Islam, dan antara Pancasila dan Ideologi Islam.”'

’'Soekarno,Bung  Karno,Negara  Nasional — dan  Cita-cita
Islam (Jakarta: Seridokumentar,2003), 103.
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6. Politik Islam Masa Orde Lama

Pada sidang Majlis Konstituante di Bandung, Soekarno
menyatakan bahwa Demokrasi Parlementer perlu diganti Demokrasi
Terpimpin.Walaupun mendapat tantangan dari kelompok Islam yang
di pimpin oleh ketua Masyumi waktu itu (Muhammad Natsir),”* juga
dari PSII, serta Wakil Presiden Muhammad Hatta yang menyatakan
ketidaksetujuannya.

Majelis Konstituante hasil pemilu 1955 mulai bersidang di
Bandung 10 November 1956 dengan tugas merumuskan UUD.Seperti
diketahui, UUD 1945 yang menjadi landasan proklamasi telah diganti
Konstitusi RIS tahun 1950,UUD masih bersifat sementara. Karena
tidak ada rancangan UU yang rapi, maka muncul perdebatan. Namun
demikian, selama dua tahun masalah yang menyangkut bentuk negara,
sistem parlementer, kekuasaan kepala negara, dapat rampung, tetapi
menyangkut  dasar negara terjadi perdebatan yang sangat
sulit,kesepakatan sulit dicapai mengenai dasar negara apakah
didasarkan kepada pancasila atau dasar islam .

Perdebatan muncul lagi pada BPUPKI yang akan merumuskan
rancangan UUD sebagai persiapan menghadapi Indonesia merdeka.
Dalam majelis konstituante 1955, mencoba untuk menyalurkan
aspirasi secara demokratis untuk membentuk suatu negara. Apakah
negara ini Ropoblik Islam Indonesia atau cukup Republik Indonesia
saja, tuntutan dalam Majelis Konstituante dengan sebab sebagai
berikut:

1. Islam adalah sebuah konsep yang utuh yang tidak
membedakan negara dan masyarakat

2. Islam telah tampil dalam sejarah Indonesia dalam proses
terbentuknya negara dan bangsa sejak zaman sultan beserta

*Deliar Noer, Partai-partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965,
(Jakarta: PT.Pustaka Grafiti, 1987), 354.
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ulama-ulama melawan kolonial.

3. Kenyataannya bahwa secara kuantitatif masyarakat Indonesia
adalah Islam.

Ketiga faktor ini memberikan suatu realitas dan legalitas
tuntutan umat islam itu menjadi sangat wajar, akan tetapi ketika
struktur iu diajukan untuk memperoleh konfirmasi politik keadaannya
menjadi lain, hasil pemilu tiga partai Islam (Masyumi, NU, dan Perti)
hanya memiliki 44%,kelompok pancasila 56%. Kondisi ini juga tidak
akan berhasil mencapai kuoru karena menurut peraturan untuk
menetapkan UUD harus menerima sekurang kurangnya mencapai %
atau 67%. Oleh karena itu muncul usulan kembali ke UUD 1945.

Pada Agustuas 1960 Presiden mengeluarkan PenPers No.200
tahun 1960 yang mendesak pimpinan Masyumi untuk membubarkan
partainya.Tanggal 13 September peimpin pusat Masyumi menyatakan
pembubaran partai. Pembubaran Masyumi sebagai partai yang berciri
khas Islam merupakan titik awal proses transfortasi sosial politik
Indonesia ke arah negara dan birokrasi, dimana kepemimpinan dan
kutub-kutub kekuatan politik tidak lagi bersandar pada kekuatan
Islam.

Oleh karena itu, terjadi perubahan politik ulama, dari politik
praktis kearah pembinaan umat melalui pendidikan, dakwah lewat
organisasi sosial dan sekolah-sekolah seperti yang dilakukan oleh M.
Natsir, Farid Prawiranegara serta peimpin Masyumi lainnya. Pada
Demokrasi Terpimpin, Masyumi dan PSII dibubarkan.Akan tetapi
masih ada wakil umat Islam di parlemen yaitu: NU, meskipun NU
mengikui kehendak Soekarno, tetapi NU dapat menandingi PKI, Kalau
PKI membuat Lekra, NU membuat lembaga seni budaya muslim
(Lesbumi),dalam perburuhan , PKI punya Sobsi, NU punya Serikat
Buruh Muslim Indonesia (Serbumusi). Sejumlah organisasi khusus,
organisasi pelajar dan mahasiswa seperti IPNU, PMII, juga untuk
mengimbangi kekuatan PKI, NU, PSII, dan Perti mendirikan
organisasi seperti HMI, PII, Pemuda Muhammadiyah, serta IMM
(Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah). Tahun 1964, PKI melancarkan
melancarkan aksi mereka merebut tanah perkebunan, tanah wakaf,
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melakukan penggerebekan, dan penganiayaan. Tahun 1965, terjadi
pemberontakan antara orang-orang PKI, dan Islam antara komunis
dengan kaum santri, sehingga menimbulkan kekacauan dimana-mana.

Pada tanggal 1 Oktober 1965 diadakan pertemuan antara HMI,
Pemuda Muhammadiyah, PII, dan PMRI .Dalam pertemuan ini
disepakati untuk mengadakan kerja sama menghadapi kemungkinan
perebutan kekuasaan yang terjadi akibat G30S PKI. Muhammadiyah
mendorong umat Islam untuk melakukan jihad melawan PKI. G30S
PKI adalah suatu pemberontakan terhadap pemerintah yang sah,
terjadinya peristiwa G30S PKI merupakan titik klimaks dari
pertentangan idiologi yang sangat tajam di zaman Demokrasi
Terpimpin. Tahun 1966, aksi pemuda, mahasiswa dan pelajar bersama
ABRI berhasil menurunkan Soekarno dan membubarkan PKI serta
melarang semua ajaran komunis di Indonesia.”

7. Politik Islam Masa Orde Baru

Sejak terjadinya G30S PKI tahun 1965, kedudukan Soekarno
semakin kritis yang mengakibatkan ia harus mengeluarkan Surat
Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR) untuk menugaskan Soeharto
mengambil segala tindakan guna menyelamatkan negara, yakni
membubarkan PKI dan menangkap semua mentri yang terlibat. Pada
Bulan Juni 1966 MPRS mengadakan sidang umum ke IV yang
menetapkan SUPERSEMAR sah di mata hukum dan mengembalikan
UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Hal ini
mengakibatkan konsensus nasional dimana semua kelompok partai
mesti berpegang kepada Pancasila dan UUD 1945.

Di Kalangan Umat Islam , kemenangan terhadap G30S PKI
dianggap sebagai kesempatan untuk merehabilitasi Masyumi sehingga
bisa memperjuangkan Islam melalui jalan politik. Akan tetapi Orde

“Musyrifah Sunanto, Sejarah Peradaban Islam Indonesia, (Jakarta:
PT Raja Grapindo Persada,), 67-75.
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Baru menolak. Sebagai gantinya, tanggal 20 Februari 1968, Surat
keputusan presiden No 70/68 mengesahkan partai Muslimin Indonesia
(Parmusi).

Pada masa orde baru, umat islam berhasil menggalang
persatuan, sehingga pada pemilu tahun 1971 perolehan kursi partai
mendapat 94 kursi. Dan pemilu tahun 1977 PPP meraih 99 kursi
namun dikarenakan menghadapi pembagian kursi di DPR/MPR dan
sikap politik yang berbeda sehingga menimbulkan ketegangan.
Akibatnya, pada pemilu 1982 perolehan kursi PPP menurun dan dalam
pembagian kursi, NU merasa dirugikan. Akibatnya, dalam mukhtamar
ke-24 tahun 1984 NU keluar dari PPP dan kembali ke organisasi sosial.
Sehingga pada pemilu tahun 1987 PPP mengalami ke merosotan yang
luar biasa.

Menjelang diberlakukannya asas tunggal, semula umat islam
banyak yang cemas karena UU No. 8 Tahun 1985 mewajibkan semua
ormas mencantumkan asas tunggal yang Dberarti dilarang
mencantumkan asas lain sebagai ciri khas atau identitas sendiri.
Akibatnya, partai Islam PPP harus benghapus asas islamnya dan
menjadi partai nasionalis tanpa ciri Islam. Sementara sikap NU sejak
dini bisa menerima pancasila sebagai asas tunggal, sementara
Muhammadiyah lebih berhati-hati dalam menerima asas tunggal
tersebut.

Sesudah asas tunggal diterima oleh umat Islam, mereka mulai
berjuang untuk mengatasi berbagai macam masalah, seperti:

1) Monopoli pengelolaan perjalanan haji.
2) Pelaksanaan hukum Islam (RUU Perkawinan).
3) Masalah antara umat dengan pemerintah yang semakin

berkembang, sehingga memunculkan MUI pada tahun 1975.

4) Masalah ekonomi
8. Politik Islam Masa Reformasi

Jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang otoriter dan korup
membawa harapan munculnya pemerintahan pasca orde baru yang
demokratis. Hal itu tercermin dari kebebasan mendirikan partai
politik. Tercatat ada 48 partai baru yang mengikuti pemilu 1999.



Bilancia, Vol. 12 No. 2, Juli-Desember 2018 295

Termasuk di dalamnya partai Islam. Keadaan ini juga mempengaruhi
ulama untuk kembali aktif di dunia politik dengan terjun langsung
untuk memenangkan partai tertentu sesuai dengan posisinya. Seperti
kampanye pemilu 1999 ada beberapa Ulama NU yang membela
partai PKB.

Selain Ulama-Ulama NU, wulama yang berasal dari
Muhammadiyah dan generasi muda Masyumi yang turut andil dalam
pembentukan partai. Mereka ada yang bergabung dengan PAN dan
PBB. Pendukung PAN lebih banyak berasal dari Muhammadiyah,
sedangkan PBB ingin membangkitkan kembali perjuangan Masyumi.
Para mahasiswa dan halqah kampus turut mendirikan partai Islam,
yaitu Partai Keadilan (belakangan PKS) yang menarik sebagian ulama
yang merupakan alumnus Timur Tengah. Belakangan, dua partai, PKB
dan PAN menyatakan diri sebagai partai yang berasaskan Pancasila
dan bersifat nasionalis, tetapi basisnya adalah massa Islam.

Kehadiran ulama dalam politik seharusnya berdampak positif,
dalam pengertian memberikan sumbangan bagi terciptanya bangunan
struktur politik yang bermoral, karena ulama adalah simbol moral.
Namun ketika Ulama sudah terpolarisasi sedemikian rupa, sehingga
sering antara seorang ulama dengan ulama lain saling berhadapan dan
membela partainya masing masing. Kondisi ini akan menimbulkan
perpecahan dan dampaknya membingungkan rakyat, sehingga akan
memperlemah kekuatan umat Islam sendiri yang akhirnya sering di
manfaatkan oleh golongan partai lain.”*

C. Kesimpulan

Pada awalnya perjuangan Umat Islam dalam bidang politik
pada masa penjajahan adalah untuk menegakkan akidah, melawan
kekafiran, dan melawan ketidakadilan para penjajah pada masa itu.
Seiring berjalannya waktu, umat Islam mulai menyadari bahwa

*Ibid.



296 Bilancia Vo. 12 No. 2, Juli-Desember 2018

perjuangan mereka tidak akan berhasil tanpa jalur non tradisional.
Oleh karena itu perlu berjuang melalui organisasi-organisasi, baik
bidang sosial pendidikan ataupun di bidang pergerakan politik.

Kehadiran ulama dalam bidang politik seharusnya memiliki
dampak positif, dalam pengertian memberikan sumbangan bagi
terciptanya bangunan struktur politik yang bermoral, karena ulama
adalah simbol moral. Namun ketika Ulama sudah terpolarisasi
sedemikian rupa, sehingga sering antara seorang ulama dengan ulama
lain saling berhadapan dan membela partainya masing masing. Kondisi
ini akan menimbulkan perpecahan dan dampaknya membingungkan
rakyat, sehingga akan memperlemah kekuatan umat Islam.
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